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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT. atas segala
rahmatNya, penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dapat
diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018 - 2023
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang

Melalui Rencana Strategis ini akan diketahui Visi dan Misi, Tujuan,
Sasaran serta Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami sadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih belum
sesuai dengan yang diharap, oleh sebab itu kami mengharap adanya Kkritik,
saran dan masukan demi sempurnanya pelaksanaan tugas Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Agustus 2019

KEPALA DINAS

NIP. 10720 18‘99901 2 001
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan diberlakukannya
Otonomi Daerah dengan lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi
serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini
dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik (good goverment). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna
dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun
2003 yang dituangkan ke dalam RENSTRA.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Negara berkewajiban untuk menyampaikan Rencana
Strategis OPD masing-masing. Oleh karena itu dalam proses
penyusunannya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Lumajang telah melibatkan seluruh Bidang yang
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ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
serta Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang.

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis secara baik
merupakan persyaratan bagi penyelenggara pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
bangsa dan negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih
dan bertanggujawab (akuntabel).

Dalam Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Strategis
merupakan langka awal untuk melakukan pengukuran Kkinerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sebagai

penyelenggara Instansi Pemerintah.
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menyusun Rencana Strategis adalah memberikan arah
penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan Khususnya pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumjanang. Adapun
tujuannya adalah untuk mewujudkan keberhasilan yang diinginkan dalam
kurun waktu lima tahun mendatang dengan mengacu Visi dan Misi serta isu-

Isu strategis.

C. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -
2023 adalah :
1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional
% Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lemabatran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
% Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019
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0

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubuplik indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentangperangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

4
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Bupati Lumajang No. 66 Tahun 2019 perubahan atas
Peraturan Bupati Lumajang No. 62 tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019



Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
D. SISTEMATIKA

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 — 2023 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB |

BAB I

BAB Il

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud & Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

: GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

: PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASAR

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
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BAB IV

BAB V
BAB VI

BAB VIl
BAB

: TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- PENUTUP

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019
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BABII
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lumajang adalah melaksanakan urusan bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang
Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;

3. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang pengelolaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan;

4. Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
1) Seksi Penyediaan Rumabh;
2) Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan;
3) Seksi Permukiman.
d. Bidang Cipta Karya, membawahi:
1) Seksi Penyediaan Air Bersih ;
2) Seksi Pengelolaan Air Limbah;
3) Seksi Pengelolaan Drainase.
e. UPT;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019
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SARANA DAN PRASARANA
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Lumajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan
Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor disamping itu juga ditunjang
dengan sarana dan Prasarana pendukung yang lain yaitu :
1. Sarana Gedung antara lain :

a. 2 (dua) Gedung RUSUNAWA + Gedung Kantor
2. Alat Transpotasi

a. 4 (empat) Unit Kendaraan bermotor Roda Empat

b. 8 (delapan) Unit Kendaraan bermotor Roda dua
3. Sarana Prasarana Pendukung lainya

a. 13 (tiga belas) Unit Komputer + Printer

b. 1 (satu)Unit TV LCD

c. 25 (dua puluh lima) Meja + Kursi Kerja

d. 14 (empat belas) Lemari Arsip
Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diatas berada di Kantor Dinas
Perumahan dan kawasan Permukiman dan Kantor Pelayanan RUSUNAWA

Kabupaten Lumajang (untuk lebih terinci dapat dilihat pada lampiran)

2.2 SUMBER PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan data yang ada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang,
personalia dalam Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang tahun 2019 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawali
Harian Lepas.

10
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Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan : 23 Orang
- Gol. IV 1
- Gol. 1 13
- Gol. 1l 7
- Gol. | 2
- Tenaga Kerja Non PNS 57
2. Berdasarkan Pendidikan : Orang
- Lulusan S2 2
- Lulusan S1 11
- Lulusan D3 -
- Lulusan SLTA
- Lulusan SLTP 2
- Lulusan SD -
3. Tenaga Harian Lepas : Orang
- Lulusan S2 -
- Lulusan S1 20
- Lulusan D3 5
- Lulusan SLTA 24
- Lulusan SLTP 1
- Lulusan SD 5

Untuk kelancaran tugas sehari — hari personalia Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang bertempat pada Kantor Dinas
sebanyak 23 Orang PNS dan 57 Pegawai Honorer/PTT

11
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai dinas baru yang berdiri tahun 2017, Pelayanan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang merupakan

sebagian limpahan dari Dinas PU dan Tata Ruang dalam penyelenggaran

infrastruktur permukiman dan perumahan.Pelayanan yang dilakukan anrata

lain :
1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

e Pelayanan ljin Site Plan

Hal ini menjawab tuntutan kebutuhan rumah sebagai kabibat dari
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Sebanyak 18
(delapan belas) izin diberikan oleh Dinas PKP melengkapi
permohonan developer dalam izin pembangunan komplek
perumahan, terealisasi sebanyak 1.378 rumah dari Total kebutuhan
backlog sebanyak 59.205 rumah .

Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

Dari sejumlah 86 lokasi komplek perumahan yang diserahkan
kepada Pemerintah daerah, pada tahun 2018 sebanyak 2 lokasi
PSU komplek perumahan dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan
dalam rangka mempertahankan layanan lepada warga penghuni
khususnya masalah akses keluar dan dari komplek perumahan,
Rehabilitasi Rumah tidak layak huni dengan sumber dana APBN
Total yang dikerjakan pada tahun 2018 sebanyak 956 Unit, yang
terdiri dari 321 unit (sumber Dana DAK), 399 unit dari BSPS dan
236 unit dari Program KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional). Sedangkan tahun 2017 yang dibangun sebanyak 357

12
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unit (Sumber dana DAK). Total terbangun selama dua tahun
sebanyak 1413 unit.

Pengelolaan RUSUNAWA (Rumah susun sederhana sewa)

Dinas PKP juga diberi amanah untuk mengelola 2 Twin Blok atau 2
Tower Bangunan Rusunawa. Bangunan adalah bantuan dari
Kemenpu. Bangunan ini adalah untuk masyarakat berpenghasilan
rendah yang masih belum memiliki rumah, dengan sistem sewa.
Jumlah hunian (atau sarusun) satuan rumah susun sebanyak 198
unit, namun yang bisa ditempati sebanyak 196 Hunian. Pemerintah
daerah masih mensubsidi pengelolaan rusunawa ini, oleh karena
pendapatan dari sewa masih belum mencukupi opersional
pengelolaan. Hal ini masih dipahami bahwa ini juga bagian dari
pemerintah terkait penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Fasilitasi Program dari Pusat dan Hibah infrastruktur serap aspirasi
Anggota DPRD Lumajang

Pada tahun 2018, Lumajang mendapatkan Program PISEW yaitu
Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi wilayah, dimana
lokasinya adalah di Kecamatan Kedungjajang. Program ini adalah
dalam rangka pengembangan kawasan pedesaan. Dinas PKP
memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Selain itu untuk
kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan dari serap
aspirasi Anggota DPRD, juga difasilitasi oleh Dinas PKP. Bentuk
kegiatannya adalah rehabilitasi jalan lingkungan di 2 lokasi di

wilayah Kota Lumajang.

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019
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e Penanganan kumuh melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Berdasarkan SK Bupati N0.188.45/167/427.12/2018 tentang L 13 .
kawasan Kumuh di Kabupaten Lumajang, masih ada sebesat .,
Ha daerah kumuh. Sampai dengan ahkir tahun 2018, total telah
ditangani sebanyak 28.5 Ha. Dana yang telah digelontorkan sebesar
5.325 Milyar dengan rincian sebanyak 1.400 milyar dari APBN dan
3.925 milyar bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. Kawasan
kumuh seluas 28,5 Ha, berada di 4 Kelurahan yaitu Kelurahan
Rogotrunan, Citrodiwangsan, Tompokersan dan Kepuharjo.
Rehabilitasi Rumah tidak layak huni dengan sumber dana APBD
Dari pagu anggaran sebesar 10 milyar pada tahun 2018 untuk 1000
rumah @ 10 juta rupiah, maka bisa dilaksanakan sebanyak 865 unit
Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni yang dikerjakan dari sumber
dana APPBD. Jika dengan yang dikerjakan dengan sumber dana
APBN, berjumlah 1721 unit. Sedangkan pada tahun 2017 baik dari
sumber dana APBD dan APBN terbangun sebanyak 3236 Unit.
Jumlah Rumah layah huni sampai dengan saat ini adalah sebanyak
248.938 rumah dari 269.321 jumlah rumah yang ada. Artinya masih
ada sebanyak 20.383 rumah (7.56 %) dalam kondisi tidak layak

huni.

14
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2. Bidang Cipta Karya :

Kegiatan Pelayanan Air Minum prioritas masalah/penggalian

potensi berdasarkan :

- Program prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang di dalam
RKPD tahun 2020 (sesuai Visi dan Misi Bupati Terpilih).

- Dokumen Masterplan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum (RISPAM) Kabupaten Lumajang.

- Dokumen Masterplan Identifikasi dan Pemetaan untuk
Penanganan Daerah Rawan Air Lokasi Kabupaten Lumajang.
Sedangkan pencapaian layanan air minum di Kabupaten Lumajang
tahun 2018 sebesar 74,59% dan tahun 2019 sebesar 74,94% (naik
0,35%). Terdapat permasalahan kurangnya akses air minum/air
bersih di Kabupaten Lumajang, khususnya di wilayah utara yang
meliputi : Kecamatan Randuagung, Kecamatan Kedungjajang,

Kecamatan Klakah, dan Kecamatan Ranuyoso.

Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Air

Limbah Domestik secara khusus merupakan tupoksi dari Seksi

Pengelolaan Air Limbah, Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman. Namun, pada prosesnya juga

melibatkan instansi-instansi terkait untuk mendukung tercapainya

tujuan dan manfaat kegiatan. Instansi-intansi tersebut antara lain,

- Dinas Kesehatan yang membantu dalam mensosialisasikan
kepada masyarakat pentingnya memiliki akses sanitasi sehat,

sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat dan

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019 15
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menjadikan masyarakat tertarik untuk mengikuti

kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi,

- Dinas Lingkungan Hidup yang membantu proses-proses
berkaitan  dengan  pemantauan  kualitas  lingkungan

(monitoring).

- Jika Potensi dan fenomena tersebut diatas dibiarkan adalah
pencemaran air limbah domestik ke lingkungan yang tidak
dapat dikedalikan. Pencemaran oleh air limbah domestik
secara langsung ke lingkungan dalam kuantitas tertentu dapat
menyebabkan degradasi kualitas lingkungan yang akan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, utamanya menjadi

salah satu faktor penyebab stanting yang menjadi konsentrasi

pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik Capaian
bidang sanitasi tahun 2018 sebesar 68,3 % dimana sebanyak

177.581 KK atau = 710.324 jiwa telah terlayani layanan sanitasi,

baik berupa pembangunan tangki septik individual

pembangunan IPAL Komunal beserta sarana dan prasarananya.
Untuk meningkatkan capaian akses layanan sanitasi di tahun
berikutnya dilakukan beberapa strategi antara lain penambahan
jumlah infrastruktur sanitasi terbangun (Pembangunan tangki
septik indivudal dan IPAL Komunal), meningkatkan upaya

pendekatan kepada masyarakat pentingnya sanitasi sehat dengan

bekerja sama dengan OPD terkait, dan lain-lain.

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019
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Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan merupakan

kegiatan teknis yang mencakup Drainase/gorong-gorong pada sisi

jalan untuk mepermudah pembuangan air sehingga pada sisi jalan

tidak mengalami genangan pada waktu musim penghujan. Guna

untuk mencapai kegiatan tersebut maka dapat dijelasakan sebagai

mana berikut :

Untuk  mencapai target Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Tahun 2020-2024, dimana salah satu poin
penting untuk mencapai target pembangunan tersebut adalah
dengan meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak
menjadi 85% dan menurunkan luas permukiman kumuh
perkotaan menjadi 17.000 Ha.

Untuk mencapai RPJMD Provinsi Jawa Timur beserta janji
politis Gubernur “Nawa Bhakti Satya” dimana salah satu
pointnya adalah Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan
Dasar berkualitas.

Untuk mencapai RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023,
dimana salah satu poin utamanya adalah Pemenuhan
Kebutuhan Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dan mandir,

Secara lebih khusus manfaat penyelanggaraan kegiatan ini
adalah untuk menyediakan infrastruktur sanitasi layak bagi
masyarakat guna meningkatkan Standar Pelayana Minimal

kepada masyarakat.

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019
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e Pelaksanaan kegiatan peningkatan pengelolaan air limbah domestik oleh UPT
PALD diselenggarakan berdasarkan besarnya potensi peran UPT PALD dalam
pengelolaan air limbah domestik khususnya Penyedotan dan Pengangkutan
Lumpur Tinja ke Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja di kabupaten lumajang.
Potensi-potensi tersebut antara lain:

No Wilayah Potensi
1 | Kabupaten a) Kabupaten Lumajang memiliki Instalasi
Lumajang Pengolahan Lumpur Tinja yang dibangun sejak

tahun 2015 yang memiliki kapasitas sebesar
25 m®hari atau 25 rumah tangga/hari,

b) Sarana pengangkut lumpur tinja yang dimiliki
oleh UPT PALD sebanyak 3 buah truk tinja,
dan 1 buah roda 3,

c) Penduduk Kabupaten Lumajang yang memiliki
tangki septik individu sebanyak 683.197 jiwa
atau sekitar 65,71% pada tahun 2018 yang
tersebar di 21 Kecamatan. Besaran penduduk
yang memiliki tangki septik diperkirakan akan
meningkat seiring dengan gencarnya program
pengadaan tangki septik individu oleh
Pemerintah.

a) Berdasarkan

potensi-potensi yang ada, dijumpai beberapa isu

permasalahan pada wilayah yang bersangkutan, antara lain

No Wilayah Potensi Permasalahan Umum
1 | Kabupaten |a) Kabupaten Lumajang | Tidak semua rumah
Lumajang memiliki Instalasi | tangga di Kabupaten
Pengolahan  Lumpur | LUmajang  terlayani

UPT PALD

Renstra 2018- 2023 DPKP Tahun 2019 18



Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

b)

Tinja yang dibangun
sejak tahun 2015 yang
memiliki kapasitas
sebesar 25 m3/hari atau
25 rumah tangga/hari,

Sarana pengangkut
lumpur  tinja  yang
dimiliki oleh UPT PALD
sebanyak 3 buah truk
tinja, dan 1 buah roda
3,

Penduduk  Kabupaten
Lumajang yang memiliki
tangki septik individu
sebanyak 683.197 jiwa
atau sekitar 65,71%
pada tahun 2018 yang
tersebar di 21
Kecamatan. Besaran
penduduk yang memiliki

tangki septik
diperkirakan akan
meningkat seiring
dengan gencarnya

program pengadaan
tangki septik individu
oleh Pemerintah.
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Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
untuk mendukung dan mensukseskan Program Kerja Bupati
Lumajang mempunyai Program dan Kegiatan yang telah terangkum
dalam Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan tupoksi pada Perbub
No. 66 Tahun 2019 perubahan atas Perbub No. 62 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Penegmbangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggran
- Penyusnan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

- Penyusunan Rencana Kerja danAnggran (RKA)SKPD
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4. Program Pegembangan Perumahan
- Fasilitasi Penyediaan Rumah
- Pengembangan Kawasan Permukiman
- Perijinan Perumahan dan Tata Bangunan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar
Permukiman
- Peningkatan Pelayanan Air Minum
- Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik
- Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan
- Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD)

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air

Bersih

- Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan  dan/atau

Jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata
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A. Pencapaian Kinerja OPD.

Dalam Pencapaian Kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang telah melakukan tugas dan
fungsi secara bertahap dan terealisasi sehingga Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman telah menerima apa yang diamanatkan
oleh Bapak Bupati Lumajang sebagai Penunjang Program-Program
beliau. Pencapaian tersebut tertuang dalam Tabel TC.23

sebagaimana terlampir.
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B. Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
merupakan Dinas Teknis pada Bidang Pengelolaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman, oleh karena itu Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman di alokasikan anggaran belanja pada Tahun
2017 yaitu pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 278.212.198,-
dan terealisasi sebesar Rp 274.612.444,- dengan Rasio sebesar
0,99 untuk Belanja Langsung sebesar Rp 3.258.440.900 terealisasi
sebesar Rp 3.012.782.023,- dengan Ratio 0,92 untuk anggaran
belanja Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawsan Permukiman
Kabupaten Lumajang dialokasikan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp 1.507.190.727,- terealisasi sebesar 1.480.397.482,- dengan
Rasio sebesar 0.98 serta pada Belanja Langsung sebesar
5.256.897.000,- teralisasi sebesar Rp 4.728.717.654,- dengan Rasio
0,90. Adapun Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabuapten Lumajang pada Belanja
Tidak Langsung sebesar 4,42 Realisasi 4,39 dan Belanja Langsung
sebesar 0,61 Realisasi 0,57. Untuk lebih jelasnya sudah dituangkan

pada Tabel TC. 24 sebagaimana terlampir.
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2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam Upaya Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun faktor-faktor
lingkungan tersebut meliputi :

2. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang ditetapkan
dengan Perbub No. 66 Tahun 2019 atas Perubahan Perbub No.
62 Tahun 2017 dan perubahan Perbub No. 80 Tahun 2016
sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2. Tersediannya sumberdaya aparatur, baik jumlah, latar belakang
dan jenjang pendidikan serta disiplin ilmu yang cukup memadai;

3. Motivasi kerja aparat, memberikan dorongan nyata dalam
pelaksanaan tugas;

4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam tugas-
tugas operasional;

5. Tersedianya peraturan-peraturan atau petunjuk pelaksanaan

serta sebagai dasar atau acauan dalam melaksanakan tugas.
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b. Kelemahan

1. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknis analisis
perencanaan dan pembangunan;

2. Belum optimalnya pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
di Perumahan,;

3. Lemahnya koordinasi merupakan unsur manajemen yang harus
ditumbuh kembangkan sebagai wujud pelaksanaan tugas;

4. Belum terpenuhi Sarana dan Prasarana serta penunjang
operasional yang memadai sesuai perkembangan kebutuhan;

5. Sistem Pengendalian Intern belum optimal.

3. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1. Adanya kebijakan Bupati , bahwa kepercayaan dan

dukungan terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk meningkatkan Rumah Layak Huni menuju
Rumah Sehat serta Penggalian sumber-sumber PAD melalui
Sewa Hunian RUSUNAWA

Dukungan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), kerjasama
yang harmonis antar unit kerja dalam melaksanakan tugas;
Partisipasi masyarakat yang merupakan modal dan dukungan
dalam pengelolaan sarana prasarana Perumahan dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Lumajang;

Pemanfaatan Lahan yang tidak produktif untuk Pembangunan
RUSUNAWA .
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b. Ancaman

1. Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni dan kumuh yang
berpengaruh terhadap tata kota;

2. Masih ada daerah dengan kekukrangan Air Bersih di waktu
musim kemarau

3. Pengaruh perekonomian yang belum stabil, hal ini sangat
berpengaruh terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk
memiliki Rumah Layak Huni di Kabupaten Lumajang;

4. Globalisasi dengan kebijakan mendunia sangat berpengaruh
terhadap perilaku ekonomi masyarakat;

5. Tuntutan masyarakat semakin meningkat , yang secara nyata

melampaui kemampuan dan kapasitas pemerintah;

Dari analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal
tersebut diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar
perencanaan strategis dengan kebijakan alternatif dalam
meningkatkan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
untuk meningkatkan Rumah Layak Huni atau Rumah sehat serta
Utilitas penunjang berdasarkan pada bidang pengelolaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengutamakan prinsip

Gotong-Royong, Azas Kekeluargaan dan profesionalisme.
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pokok yang menyangkut pelayanan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Lumajang saat ini adalah Kondisi
Kawasan Permukiman Belum memadai (Kumuh), Masalah Pokok Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman terjadi karena terdapat 2 (dua) Masalah

yaitu :
1. Kondisi Rumah Tidak Layak Huni yang masih tinggi.
2. Akses Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman belum merata

Dengan adanya masalah tersebut dapat kita tarik akar masalah pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yaitu
kurangnya Rumah bersubsidi bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah,
Pelayanan Perijinan Belum Optimal dan Masih banyaknya jalan lingkungan
dengan kondisi yang buruk serta ketersediaan jalan di kawasan kumuh.

Masalah tersebut telah tercantum pada table TB. 35 sebagaimana terlampir.
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Infrastruktur Daerah yang menjadi cakupan tugas Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah infrastruktur Permukiman

baik yang bersifat sektoral ataupun skala kawasan.

Infrastruktur permukiman sektoral antara lain infrastruktur terkait
penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah domestik dan drainase
lingkungan. Sedangkan infrastruktur kawasan antara lain adanya kawasan
kumuh perkotaan dan kawasan pedesaan dimana yang menonjol adalah
masih cukup banyak rumah dengan kondisi tidak layak huni, jalan lingkungan
yang kurang baik serta kebutuhan akan hunian (backlog) yang masih cukup

besar.

3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PKP sebagai berikut;
Visi “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang, Berdaya saing,
Makmur dan Bermartabat”. Misi 2: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, Hal ini
bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan
enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU,
permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
Sehubungan dengan Misi kepala daerah tersebut diatas, maka tujuan

Pelayanan Dinas PKP adalah meningkatkan kualitas SDM serta
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pemerataan perluasan akses kebutuhan dasar

sasarankinerja Penanganan Kawasan Kumuh meliputi :

1.
(PSU);

ONoO G RWN

Tabel 3.2

Identifikasi Isu Strategis

IDENTIFIKSASI ISU 15U STRATEGIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

masyarakat dengan

Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Meningkatnya Kemudahan ljin Siteplan bagi Perumahan;
Meningkatnya cakupan pengelolaan drainase lingkungan perkotaan;
Meningkatnya Ketersediaan Rumah layak huni ;
Meningkatnya Jumlah kawasan kumuh tertangani;
Meningkatnya Pelayanan Air Bersih;
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Drainase Perkotaan;

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Propinsi

Dinamika Lokal

Komitment Penenrapan Pembangunan
Berkelanjutan

Agenda Pembangunan Jawa Bali

Pertumbuhan Ekenomi Inklusif dan Disparitas
Wilayah

Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar
masyarakat dan rendahnya kualitas SDM

17 Agenda global , Sanitasi layak dan air bersih
pada agenda ke 6

Ketidakpastian ekonomi Global

Ketahanan pangan Nasional

Sinergitas Kebijakan Antar Wilayah

Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor
unggulan

- Disharmoni aturan, kebijakan serta
penerapannya

-Kesenjangan Sosial/ekonomi

- Disorientasi Prioritas Pembangunan

- Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- Penetapan Batas Wilayah

Lingkungan Hidup

Penerapan SPM

Tingginya angka kemiskinan

- Pemanasan Global

-Penipisan lapisan Ozan

- Hujan Asam akibat revolusi industri

- Penurunan keaneragaman hayati

- Pencemaran limbah B3

Partisipasi Dalam Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA)

Terjadinya alih fungsi lingkungan yang
menyebabkan tingginya resiko bencana

Perubahan Iklim Global
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3.3Telaahan Rencana Strategis K/L dan PD Propinsi

Melihat isu permasalahan diatas serta Visi Misi kepala daerah, maka Dinas
PKP mempunyai tugas dalam mendukung kesuksesan Visi Misi tersebut
dalam bidang pemenuhan Infastruktur Dasar permukiman , tabel berikut
menjelaskan tingkat layanan kabupaten terhadap layanan oleh PD Propinsi

dan kementerian terkait.

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Indikator Kinerja
No Indikator Kinerja Capaian Capaian Capaian
DPKP Propinsi Kementrian
PUPR
1 | Kebutuhan Rumah 59.252 1.030.000 5.400.000
2 | JmlRTLH 20.383 145.524 2.510.000
3 | Luasan Kawasan kumuh 6,7 649,92 24.875
(Ha)

3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam Struktur Tata Ruang , Oleh karena Kabupaten Lumajang dalam

konstelasi nasional dan propinsi menjadi Kawasan Andalan Probolinggo-

Pasuruan_lumajang yang berfungsi

pertanian, industri pengolahan, pertambangan,

pengembangan sektor

unggulan

perkebunan, pariwisata,

perikanan, dan panas bumi, selain sebagai Wilayah Pengembangan (WP)
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Probolinggo-Lumajang dimana berfungsi dalam pengembangan pertanian
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan,
perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, maka
akan terjadi perubahan tata guna lahan oleh karena akan muncul kawasan
kawasan permukiman baru.

Potensi munculnya kawasan kawasan permukiman baru menuntut
ketersediaan infrastruktur dasar , infrastruktur drainase lingkungan, akses
jalan. Kebutuhan infrastruktur ini jika tidak terpenuhi dengan baik, akan
menjadikan kawasan kawasan permukiman menjadi tidak layak huni atau
kumuh.

Konsekuensi  pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata,
pendidikan, dan kesehatan, juga menuntut kemudahan aksesibilitas
terutama infrastruktur jalan.

Berkembangnya kawasan permukiman baru juga membutuhkan lahan baru
baik untuk kawasan permukiman formal ataupun informal termasuk akses
pendukungnya. Untuk kawasan permukiman formal, tentu tidak terlalu
mengkhawatirkan oleh karena keterlibatan langsung pemerintah Khususnya
Dinas PKP dalam ijin pembangunan. Tetapi untuk kawasan permukiman
informal, sulit dipantau. Hal ini tentu agak merisaukan, oleh karena di
Kabupaten Lumajang ada beberapa kawasan yang rawan bencana / resiko
bencana. Resiko bencana yang ada antara lain resiko banjir bandang, tanah
longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan

abrasi, letusan gunung api, cuaca eksrim dan banijir.
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Tentunya dalam proses penyenggaraan pemenuhan infrastruktur dasar
permukiman juga menemui hambatan antara lain minimnya anggaran dari
APBD, serta jumlah dan kompetensi personil yang kurang, selain kebijakan
yang belum sepenuhnya mengakomodasi (masih bersifat parsial)

permasalahan pada kawasan permukiman.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi saat ini di kabupaten Lumajang terkait pemenuhan
infrastruktur Permukiman dan Perumahan antara lain sebagai berikut ;

1. Infrastruktur terkait Pengelolaan drainase lingkungan masih dilakukan
hanya di Kota Lumajang, walaupun juga masih terbatas karenanya
masih ditemukan adanya genangan di wilayah perkotaan;

2. Akses dari dan ke luar kawasan permukiman masih belum sepenuhnya
mudah dilakukan oleh penghuni kawasan permukiman, sehingga belum
sepenuhnya dapat mengembangkan potensi yang ada;

3. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk tetapi tidak diimbangi
dengan peningkatan pendapatan maka masih ada penduduk yang
mendiami rumah rumah yang tidak layak huni atau masih membutuhkan
rumah;

4. Kondisi kondisi tersebut diatas pada akhirnya mengakibatkan ada
kawasan kawasan kumuh di perkotaaan dan akan berpotensi menjadi

kumuh di sejumlah wilayah di luar kota Lumajang.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang mempunyai Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
yang sesuai/selaras dengan RPJMD kabupaten lumajang untuk 5
Tahun kedepan. Adapun tujan Dinas Perumahan dan Kawasan
permukiman adalah Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh
dengan indikator Tujuan yaitu Persentase Luasan Kawasan Kumuh
yang tertangani. Untuk Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman  Kabupaten  Lumajang adalah  Meningkaynta
Penanganan Kawasan Kumuh dengan Indikator Sasarana yaitu
‘Persentase Kawasan Kumuh Tertangani” Semua itu telah
disajikan kedalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) Tahunan dan
akan dilaksanakan setiap tahunnya memlalui Rencana Kerja Tahunan
atau yang disebut RENJA/RKT Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Oleh karena itu untuk lebih menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kami sudah

membuatkan tabel TC. 25 sebagaimana terlampir.
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sehubungan dengan Misi Kepala Daerah tersebut diatas, maka
tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
Meningkatkan Kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses
kebutuhan dasar masyarakat, Untuk mewujudkan tujuan yang hendak
dicapai, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari

tujuan yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan
Infrastruktur Dasar Permukiman “ dengan indikator Sasaran sebagai Luas

Kawasan Kumuh yang tertangani sesuai SK.
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana diketahui bahwa orientasi dalam pembangunan
infrastruktur terutama diarahkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan
ekonomi (engine growth) namun tetap harus serasi dengan lingkungan
(carrying capacity) wilayah. Secara umum pembangunan infrastruktur yang
tepat akan berakibat antara lain :

1. menjadi pemicu (trigger) perkembangan wilayah sehingga akan muncul
kawasan kawasan baru,

2. Mengurangi kesenjangan wilayah karena distribusi barang dan jasa mudah
dan cepat,

3. Menjaga dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sedangkan
khususnya pembangunan infrastruktur permukiman akan berdampak pada
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, sebagai salah satu
institusi dalam penyelenggaraan infrastruktur di Kabupaten Lumajang
khususnya infrastruktur dasar permukiman, berupaya mewujudkan tujuan dan
sasaran strategi melalui kebijakan secara umum sebagai berikut tertera pada

Tabel TC. 26 sebagaimana terlampir :
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah layak huni akan dilakukan dengan
memfasilitasi pembangunan perumahan oleh swasta terutama untuk
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memfasilitasi pembangunan
Rusunawa, melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak layak
huni.

2. Meningkatnya Jumlah kawasan kumuh tertangani yang akan dilakukan
penangana kawasan kumuh melalui pendanaan dari berbagai sektor
APBD, APBN dan APBDesa, dan CSR (Corporate social responsibility)

dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut diatas dapat disusun Program dan

Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan antara lain :

1. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah.
2. Kegiatan Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan.
3. Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar
Permukiman :
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Air Minum.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Air Limbah.
3.
4. Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD).

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan.
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1. Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi,
dan Air Bersih
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau

Jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata.
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Renstra Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten J

Tabel 5.1

Sasaran : Meningkatnya Kualitas SDM dan Pemerataan Perluasaan Akses
Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Strategis dan Kebijakan
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Adanya kebijakan Bupati, bahwa kepercayaan dan dukungan terhadap Dinas | Meningkatkan kualitas aparatur yang menangani infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan Rumah Tidak Layak
Huni menuju Rumah Sehat.

oleh karena tugas beraat dalam mendukung visi misi bupati

Dukungan Pendanaan dari APBN dan APBD Propinsi oleh karena program dan
kegiatan juga menjadi concern pemerintah pusat dan Propinsi

Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung dalam upaya sebesar besarnya mengakses
pendanaan dari Pusat dan Propinsi

Kabupaten Lumajang juga menjadi kawasan strategis wilayah propins!
(Agropolitan) dan Nasional (KSPN)

Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait balk vertikal ataupun horisontal dalam
mendukung pengembangan kawasan strategis propinsi dan Nasional di wilayah Lumajang

Potensi Pemanfaatan Lahan milik Daerah untuk Pembangunan RUSUNAWA.

Meningkatkan peran serta pengendalian intemal untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

RENCANA PROGRAM DANBKAEBG\I/,IATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang memiliki Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai
dengan Usulan pada Musrenbang Kabupaten Lumajang dan tetap mengaju
pada Peraturan Bupati Lumajang No. 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pendukung Kinerja Buapti
Lumajang dan RPJMD Tahun 2018 - 2023 adapun Rencana Program dan
Kegiatan serta Pendanaan dapat di lihat pada tabel TC.27 sebagaimana

terlampir:
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Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target untuk 5 (lima)
Tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja
yang telah di rencanakan dan telah ditetapkan kedalam Renstra 2018 — 2023
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
Berikut tabel Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Lumajang terdapat pada Tabel TC. 28 sebagaimana
terlampir :
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BAB VIl
PENUTUP

Rencana Strategis yang telah disusun ini adalah penerjemahan Visi
dan Misi dari apa yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Lumajang
dan diturunkan kedalam Rensta OPD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang guna melihat
sejauh mana capaian kinerja dari Kebijakan yang sudah dilakukan.

Dengan adanya pandangan tersebut diharapkan Rencana Strategis
Dinas Pasar Kabupaten Lumajang ini menunjukkan indikator - indikator yang
jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.Dengan
demikian Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan
maupun lima tahunan yang sudah ada dalam Renstra.

Selanjutnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman ini diharapkan akan dapat menjawab Isu Permasalahan
Strategis “ Bagaimana Upaya Peningkatan Pengelolaan Kawasan Perumahan
dan Permukiman serta Prasarana dan Sarana Utilitas Umum “ pada akhir masa

Jabatan Bupati Lumajang.
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Semoga Renstra Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman
Kabupaten Lumajang dapat bermanfaat bagi Aparat Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Lumajang,  Agustus 2019

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG

ENDAH MARDIANA, ST.MT
Pembina
NIP. 19720618 199901 2 001
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RENSTRA DPKP TAHUN 2018-2023

RPJMD Perangkat Daerah (PD)
Penetapan Isu PD (T-B.35) Tabel T-C.25 T-C. 26
Target Capaian awal | satyan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Periode
Perumusan Visi Perumusan Misi Tujuan Masalah pokok. Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran Indikator Strategi Arah Kebijakan Kode Program/Kegiatan Indikator
NN RN peronoanaan Terget Re Terget Re Terget Re Terget ) Terget "o Togel "o
|Jml rumah bersubsidi untuk Persentase Lugs rpjma |Program Pengembangan Ratio RLH 1823 rumah | 24,20 4,243,863,000 | 24,40 10,500,000,000 | 24,59 12,000,000,000 | 24,78 13,500,000,000 | 24,97 15,000,000,000 | 5,00 55,243,863,000
masyarakat berpenghasilan Kawasan Kumuh pemenuhan rumah [Jumiah Rumah Tidak Layak Huni
rendah belum tercukupi 202 | 325 | 38 | 302 | 425 ersbsic bagi MBR Fasitasi Penyediaan Ruman 2500 | men | 1000 2659614000 1000) 3000000000 | 1000 3500000000 | 1000) 4000000,000| 1000 500,000,000 17,659.614,000
ertangani (sesuai TerbangunTerehab
RPavD) i Rekomendas: i Perimanan
oo Poorrn et I Rekomendes 7 in | 2 2 2 ) P) 10
lasih banyaknya |perumahan dan Tata kualitas
Pemenuhan lmi Rumah yang ber-IMB 1309 rumah | 1500 1600 1700 1800 1900 8500
uma ik layak
oy /2 |Bangunan seta PSU belum Rumah Layak Huni pelayanan perinen erinan Perumahan dan Tata 1,335,549.000 4,000,000,000 500,000,000 5000000000 5500000000 20,335,549,000
joptimal per 9 |Jmi Fasum/Fasos terbangun 2 lokasi 6 7 8 9 10 10
Bangunan
Bariang Jaan (sangin df kaviasan
Tewujudnya  [o o ebutohan | Meningkatkan Kondisi masih adanya wilayah permukiman 2000 M 500 507 600 650 700 2457
Masyarakat kualtas SOM seta kumun di kabupaten Kualtas
dasar untuk Kawasan Luas Kawasan Kumuh Veringatkan mi Luas Kawasan Permukiman yang
Lumajang yang | pemeraaanaan [, K@veeen umajang Penanganan Pelayanan dan e | 45 | 52 | s8 | es | 72 o Pengembangan Pemukiman s 0 o 28700000 10 3500000000 [ 10 4000000000 10 4500000000 10 500,000,000 17,248,700,000
saing peruasan akses awasan Kumuh Inastruur
masyarakat yang lein Permiiman
makmur dan ‘sejahtera dan mandiri | KePutuhan dasar |t adai (sesuai RPJMD) Dasar Permukiman Persentase Penduduk yans
bermartabat & masyarakat yang 73,53 % 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 79,53
Program Peningkatan dan terlayani infrastruktur air minum
rpjmd 14,373,337,000 19,293,827,908 22,179,164,101 24,058,946,663 25,908,351,563 104,518,149,335
Ases Layarnan [g Dasar Pormukiman Persentase Penduduk yan
Iinfrastruktur i terlayani infrastruktur Sanitasi/Air 67,29 % | 6929 7029 7,29 72,29 73,29 73,29
Layanan Ar Bersin, Limbah
Dasor Limbah
Domestic dan Dranase
Permukiman Permukiman secara merata | Jumiah Jiwa Terl S d
belum merata Jumiah Jiwa Terlayani Sarana dan 12140 jiwa 12780 17040 18440 20360 23160 91780
Prasarana A Bersin
Peringatan Pelayanan A Minum 11,019.350,000 9,031,104,000 10,107,250,000 1,007,250,000 12,207,250,000 48,787.975,000
[Jumiah Jiwa Teriayani Sarana dan
Prasarana Al Bersih yang 3608 jwa | 300 4160 4360 a0a0 4040 20400
Belum
|Akses Layanan Infrastruktur  |Layanan Air Bersi, [Jumiah Sarana Sanitasi Terbangun 285 okasi | 300 500 700 000 1200 3600
Dasar Permukiman belum Limbah Domestik dan Individual
merata Dranase Permukiman eninchaton Polayanan Al Linban R,
sccarm mor eingetan Petayaran i Limbah | umian Saane SantesiTeoangun | g5 | o | o w0000 20 sesrmion| 21 ssorceno0| 22 asercenom| csercenom| s 25768568000
|Jumlah Sarana dan Prasarana Air 502 lokasi 1022 1743 2665 3885 3885
Limbah tepelvara
orieng Saluan Dranase yang 2000 w2t 2076 3101 sts1 s176 15085
Peningkaian nfasiuiur Dranase 2.521,097.000 5118000000 s 7229319 6012075755 6261480655 ar,702.849.600
Panjang Saluran Drainase yang 266 M 280 380 430 405 430 1025
memili reguiasi daeran
Pengelolaan Air Limbah Domestik - |Jumiah cakupan Jiwa terlayani UPT 400 Jiwa 400 432,000,000 | 800 451,942,908 | 1200 451,942,908 | 1600 451,942,908 | 2000 451,942,908 | 4000 2,268,765,732
(UPT PALD) [
Program Pembinaan Lingkungan |Persentase Pembangunan Jalan, 3 2 3000000000 | 40 3,000,000000 | 60 3000000000 | 80 3,000,000000 | 100 3000000000 [ 100 15,000,000,000
Sosial Drainase, Sanitasi, dan Air Limbah
Penyediaan/pemelinaraan saluran air |p ;4 saiuran, Sanitasi dibangun 5000 M 1000 2,000,000,000 | 1000 2,000,000,000 | 1000 2,000,000,000 | 1000 2,000,000,000 [ 1000 2,000,000,000 | 5000 10,000,000,000
mbah, saniasi dan air bersih
Parjang Jaan, Jembatan yang
e Joian dan/atau embatan, Pasar, 7o 5000 w1000 1,000000000 | 1000 1,000000000 | 1000 1,000000000 | 1000 1,000,000000 | 1000 1,000000000 | 5000 5,000,000,000
Sarana Pendukung Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi |Persentase Pelayanan 100 100 1,468,200,000 100 1,500,000,000 100 1,600,000,000 100 1,700,000,000 100 1,800,000,000 100 1,800,000,000
Perkantoran Adminisrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan jimi Waktu Pelayanan Administrasi 12 12 1,468,200,000 12 1,500,000,000 [ 12 1,600,000,000 | 12 1,700,000,000 | 12 1,800,000,000| 12 1,800,000,000
perasional Perkantoran e Operasional Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Persentase Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Aparatur Aparatur memadai 100 100 arrso0000| 100 765000000 | 100 25000000 100 sors00000| 100 998,250,000 | 100 998,250,000
"gadaan dan [Jmi Sarana dan Prasarana Aparatur
Rehabiltasi Sarana dan Prasarana (7% SR par 2 item 5 224700000| 15 500,000000( 15 550000000 15 605,000,000 15 665500000 | 15 665,500,000
caratur
Program/Kegiatan rutin Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana  |Jmi Sarana dan Prasarana Aparatur 29 item 20 252,900,000 20 265,000,000 20 275,000,000 20 302,500,000 20 332,750,000 | 20 332,750,000
e Prasarana Aparatur yang terpeiara
Peringatan Pelayanan |sebagai Pencukung
Administrasi Perkantoran  |Program/Kegiatan Program e o tase Lay e
istem ersentase Laporan Capalan 100 dok 100 37,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100 217,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan  |yang tersusun
o
iy inar Laporan Capian Kinefa
|dan Ikhtisar Realisasi Kinerja jJmi Dokumen Lap. Capian 16 dok 16 6,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 | 16 10,000,000 | 16 10,000,000| 80 46,000,000
= KineralLAKIP yang tersusun
Beryathan Laporan Kevangan
Semesteran dan Prognosis miLap. Keuangan Semesteran yang s s | s ss00000| 5 s000000| 5 5000000 5 5000000 5 5000000 25 23,500,000
Penyusunan Laporan Keuangan [Jm Dokumen Lap. Akhir Tahun yang 5 dok 5 4,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 25 24,000,000
i Tahwn hersusun
Penyusunan [aporan Evaluasi il |Jl Lap. EvaluasiFast~ - 4 e | 4 ss0000| 4 so0000| 4 5000000 4 so00000| 4 so00000| 20 23,500,000
Penyusunan Rencana Kerja dan [Jmi Dokumen Rencana Kerja dan 4 dok 4 20,000,000 4 20,000,000 4 20,000,000 | 4 20,000,000 | 4 20,000,000 20 100,000,000
sooen (RKASKPD sooarn veno lesusin
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Unit Kerja Lokasi

Bidang Kawasan Permukiman | DPKP

Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah

Seksi Perizinan Perumahan dan
| Tata Bangunan

Seksi Kawasan Permukiman

Bidang Cipta Karya DPKP

Seksi Air Bersih

Seksi Air Limbah

Seksi Drainase

Seksi Kawasan Permukiman

Seksi Kawasan Permukiman

Sekretariat DPKP

Subag. Umum dan Kepegawaian

Sekretariat DPKP

Subag. Umum dan Kepegawaian

Subag. Umum dan Kepegawaian

Sekretariat DPKP

Subag. Perencaan dan Keuangan

Subag. Perencaan dan Keuangan

Subag. Perencaan dan Keuangan

Subag. Perencaan dan Keuangan

Subag. Perencaan dan Keuangan




Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah
Dinas Perumahanan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang

No

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke

2016

2017

2018

Perangkat Daerah Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8) (9) (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20
1 |Persentase RLH - - - 65.77 72.27 - - - 13.45 43.72 - - - 0.20 0.60
2 Persentase Kawasan
Kumuh - - - 45.05 26.71 - - - 30.12 26.21 - - - 0.67 0.98
3 Persentase Ketersediaan
Tempat Hunia - - - 57.24 64.35 - - - 50.27 54.34 - - - 0.88 0.84




Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahanan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lumajang
Urai Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
raian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
() @) ®) “) ®) (6) @) ®) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (7) (18)
Belanja Tidak Langsung - 278,212,198 1,507,190,727 - - 274,612,444 1,480,397,482 - - - 0.99 0.98 4.42 4.39
Belanja Langsung - 3,258,440,900 5,256,897,000 - - 3,012,782,023 4,728,717,654 - - - 0.92 0.90 0.61 0.57




Tabel TC. 25
Tujuan dan Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target KET
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya Penanganan |Meningkatnya Kualitas [Persentase Kawasan Kumuh
Kawsan Kumuh Pelayanan dan Tertangani
Pengembangan 2,92 3,25 3,58 3,92 4,25

Infrastruktur Dasar
Permukiman




Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

VISI

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang bedaya saing, makmur dan bermartabat

MISI 2

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan 1

Sasaran 4

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan
perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

Meningkatnya Penanganan
Kawasan Kumuh

Meningkatkan Kelayakan
Kawasan Permumahan dan
Permukiman

Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan rumah bersubsidi bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Meningkatkan Prasarana Sarana Utilitas (Fasum/Fasos)
perumahan dan Perizinan (IMB, Siteplan)

Meningkatkan Pengembangan Kawasan Permukiman

Meningkatkan Akses Pelayanan
Infrastruktur Dasar

Meningkatkan dan memperluas Akses Jaringan Air bersih di
pedesaan

Meningkatkan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Meningkatkan Infrastruktur Drainase Perkotaan




Dinas Perumahanan dan Kawasan Permukiman

Tabel T-C.27.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Lumajang

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi Kineria pada akhir Unit Kerja SKPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) & Kegiatan Awal Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 . iap Penanggung Jawab Lokasi
periode Renstra SKPD >
(output) Perencanaan sesuai SOTK Baru
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 2] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kualitas Program Pengembangan Bidang Kawasan
dan 9 9 92N | patio RLH 1823 rumah | 24,20 9,000,000,000 | 24,40 10,500,000,000 | 24,59 12,000,000,000 | 24,78 13,500,000,000 | 24,97 15,000,000,000 60,000,000,000 9 Kay DPKP
Kumuh Perumahan Permukiman
Infrastruktur Dasar ilitasi i i i ilitasi
Fasiltasi Penyediaan Jml Rumah Layak Huni 2500 rumah | 1000 2,500,000,000 | 1,000 3,000,000,000 | 1000 3,500,000,000 | 1000 4,000,000,000 | 1000 4,500,000,000 17,500,000,000 | Seksi Fasiltasi
Rumah Penyediaan Rumah
izl dan  [Jml i fjin
Tata Perumahan 27 ijin 20 21 22 23 24 110
Seksi Perizinan
Jml Rumah yang ber-IMB 1399 ijin 1500 3,500,000,000 | 1600 4,000,000,000 [ 1700 4,500,000,000 [ 1800 5,000,000,000 | 1900 5,500,000,000 8500 22,500,000,000 | Perumahan dan Tata
Fasum/Fasos Terbangun 2 lokasi 6 7 8 9 10 10
yang i
" Kawasan (HA) 0 HA 10 3,000,000,000 | 10 3,500,000,000 | 10 4,000,000,000 | 10 4,500,000,000 | 10 5,000,000,000 20,000,000000 | SeksiKawasan
Permukiman Permukiman
Persentase Penduduk
yang terlayani 73,53 % 75,53 76,53 77,53 78,53 79,53 79,53
d ”P b i air minum
an Pengembangan 13,077,859,100 19,293,827,908 22,179,164,101 24,058,946,663 25,908,351,563 104,518,149,335 | Bidang Cipta Karya
Infrastruktur Dasar
N Persentase Penduduk
Permukiman yang terlayani
9
infrastruktur Sanitasi/Air 6729 % 69.29 70,29 7,29 7229 7329 73,29
Limbah
Peningkatan Pelayanan Air Jumiah Jiwa Terlayani
y d v Sarana dan Prasarana Air 12140 jiwa 12780 17040 18440 20360 23160 91780
Minum Bersih
6,435,094,000 9,031,104,000 10,107,259,000 11,007,259,000 12,207,259,000 48,787,975,000 Seksi Air Bersih
Jumlah Jiwa Terlayani
Sarana dan Prasarana Air 3608 jiwa 3800 4160 4360 4040 4040 20400
Bersih yang teroptimalisasi
Peningkatan Pelayanan Air [Jumlah Sarana Sanitasi .
Limbah Domestik Terbangun Individual 265 fokasi | 300 500 700 900 1200 3600
Jumlah Sarana Sanitasi 855 lokasi 9 1,592,781,000 | 59 4,692,781,000 o4 5,907,669,000| 5o 6,587,669,000| o 6,987,669,000 gy 25,768,569,000 | Seksi Air Limbah
Terbangun Komunal
Jumlah Sarana dan
Prasarana Air Limbah 502 lokasi 1022 1743 2665 3885 3885
Pen.lngka(an Infrastruktur Panjang Saluran Drainase 2400 M 2551 3076 3101 3151 3176 15055
Drainase Perkotaan yang terbangun
Banjang Saliran Drainase 4,599,000,000 5,118,000,000 5,712,293,193 6,012,075,755 6,261,480,655 27,702,849,603 Seksi Drainase
yang memiliki regulasi 266 M 280 380 430 405 430 1925
daerah
Pengelolaan Air Limbah Jumlah cakupan Jiwa o
Domestik (UPT IPALD) terlayani UPT IPALD 400 jiwa 400 450,984,100 | 800 451,942,908 [ 1200 451,942,908 [ 1600 451,942,908 [ 2000 451,942,908 | 4000 2,258,755,732 UPT
e Y Y 100 % 100 994,633,000 100 900,000,000 | 100 990,000,000 100 1,089,000,000 [ 100 1,197,900,000| 100 1,197,900,000 Sekretariat DPKP
. . jml Waktu Pelayanan
Pelayanan Administrasi dan [y inicirasi gan 12 bin 12 994,633,000 12 900,000,000| 12 990,000,000| 12 1,089,000,000 12 1,197,900,000 12 1,197,900,000 | Subag- Umum dan
Operasional Perkantoran o 3 Kepegawaian
el Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur 100 % 100 353,000,000 100 750,000,000 100 825,000,000 100 907,500,000 100 998,250,000 100 998,250,000 Sekretariat DPKP
Aparatur memadai
Pembangunan/Pengadaan Jml Sarana dan Prasarana Subag. Umum dan
dan Rehabilitasi Sarana N 26 barang 15 177,000,000 15 500,000,000 15 550,000,000 15 605,000,000 15 665,500,000 15 665,500,000 9 .
Aparatur yang tersedia Kepegawaian
dan Prasarana Aparatur
Pemelinaraan Jml Sarana dan Prasarana Subag. Umum dan
Rutin/Berkala Sarana dan " 29 barang 20 176,000,000 20 250,000,000 20 275,000,000 20 302,500,000 20 332,750,000 20 332,750,000 9 .
Prasarana Aparatur Aparatur yang terpelihara Kepegawaian




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program pada Tahun Kondisi Kineria pada akhir Unit Kerja SKPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) & Kegiatan Awal Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 N 1a p: Penanggung Jawab Lokasi
periode Renstra SKPD >
(output) Perencanaan sesuai SOTK Baru
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Peningkatan
 Sistem entase Laporan 100 % 100 24,500,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100 184,500,000 Sekretariat DPKP

Pelaporan Capaian Capaian yang tersusun
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Capian Kinerja dan lkhtisar |Jml Dokumen Lap. Capian 16 Dokumen | 16 5,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 16 10,000,000 80 45000000 Subag- Umum dan
Realisasi Kinerja Kinerja/LAKIP yang tersusun Kepegawaian
SKPD/LAKIP
Penysunan Laporan
Keuangan Semesteran dan | Jml Lap. Keuangan 5 Eks 5 3500,000| 5 5000,000| 5 5000,000| 5 5000,000| 5 5000,000| 25 23,500,000  Subag. Keuangan
Prognosis Realisasi Semesteran yang tersusun
Anggaran
Penyusunan Laporan Jml Lap. Akhir Tahun yang 5 Eks 5 3,500,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5,000,000 5 5000000 25 23,500,000  Subag. Keuangan
Keuangan Akhir Tahun tersusun
Penyusunan Laporan Jml Evaluasi Hasil
Evaluasi Hasil Pembangunan yang 4 Eks 4 3,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 4 5,000,000 20 23,000,000 Subag. Keuangan
Pembangunan tersusun
Penyusunan Rencana Jml Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA- |Kerja dan Anggaran yang 4 Dokumen 4 9,500,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 20 69,500,000 Subag. Keuangan
SKPD) tersusun










Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi Kinerja

No Indikator satuan | pada saat Awal
Periode

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir
Periode

Tujuan/Sasaran
Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK

(HA) HA 28.5 4.5 52 58 6.5 7.2 29.2




Tabel TB. 35

Pementaan Permasalahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

memadai

Kondisi Kawasan Permukiman belum

1 [Kondisi Rumah Tidak Layak Huni masih
tinggi

Jumlah Rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan
rendah belum tercukupi
Fasum/Fasos Perumahan belum maksimal

Pelayanan perijinan dan Tata Bangunan Belum Optimal

Akses Layanan Infrastruktur Dasar
Permukiman belum merata

Belum maksimalnya Layanan Air Bersih, Limbah Domestik dan
Drainase Permukiman secara merata




Strategi

Arah Kebijakan

Kode

Program/Kegiatan

Program Pembinaan
Lingkungan Sosial

Penyediaan/pemeliharaan

saluran air limbah, sanitasi dan

air bersih
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan dan/atau jembatan,
Pasar, Sarana Pendukung
Pariwisata




Capaian awal | ggtuan 2019
Indikator tahun

perencanaan Target Rp
Persentase Pembangunan
Jalan, Drainase, Sanitasi, dan 0 % 20 3,000,000,000
Air Limbah
Panjang saluran,Sanitasi dibangun 5000 M 1000 2,000,000,000
Panjang Jalan, Jembatan yang 5000 M 1000 1,000,000,000

dibangun




2020 2021 2022
Target Rp Target Rp Target Rp
40 3,000,000,000 60 3,000,000,000 80 3,000,000,000
1000 2,000,000,000 | 1000 2,000,000,000 | 1000 2,000,000,000
1000 1,000,000,000 [ 1000 1,000,000,000 | 1000 1,000,000,000




2023

Akhir Periode

Unit Kerja
Target Rp Taget Rp
100 3,000,000,000 100 15,000,000,000
1000 2,000,000,000 5000 10,000,000,000 |Seksi Kawasan Permukiman
1000 1,000,000,000 5000 5,000,000,000 |Seksi Kawasan Permukiman




Lokasi




